
 
BUPATI JEMBRANA 

 
PERATURAN BUPATI JEMBRANA 

NOMOR 16 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
LAPORAN  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI  PEMERINTAH ( LAKIP )  

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  TAHUN 2009 
 

BUPATI JEMBRANA 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan 
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab 
dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 
untuk mengetahui kemampuan  dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran 
Organisasi; 

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah      ( 
LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah ( LAKIP)  Pemerintah Kabupaten Jembrana; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetetapkan 
Peraturan Bupati tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Kabupaten Jembrana Tahun 2009.  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 
II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286 ); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5.Undang-undang.......... 
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5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan dan Tanggungjawab 
Keuangnan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 );  

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4438 );  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578 );  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan 
penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585 );  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614 );  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4817);  

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi;  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 3 )  

 
M E M U T U S K A N : 

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI  
PEMERINTAH  ( LAKIP ) PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  TAHUN 2009 

 
Pasal  1......... 
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                                                                         Pasal 1 
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan Pemerintah 
Kabupaten Jembrana kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan 
kinerja  Pemerintah  Kabupaten Jembrana Tahun 2009 

 
                                           Pasal 2 
 Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( LAKIP ) dimaksud dalam Pasal 
1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan  
Bupati ini 

                                                                        Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana 

  
 

 Ditetapkan di Negara 
pada tanggal  12 April 2010 
 
BUPATI JEMBRANA. 
 
           
             ttd 

 
 

I GEDE WINASA. 
 

 
Diundangkan di Negara 
pada tanggal 12 April 2010 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA. 
 
           ttd 
 
 
I   GDE SUINAYA 

 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR  69 
 


